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IKATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayatNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Semester
I Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah nyata penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah,

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama
periode Semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari
seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi
pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara
rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik
internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan.
Disamping itu laporan semester ini merupakan komitmen pelaksanaan
program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah.
Laporan semester ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan
sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah
mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan

kevangan.
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I
(Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang
dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen,
semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada
periode selanjutnya,

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan
pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ( Good Governance).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Semester 1 Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan neyara.

Pangkalpinang, 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 7 °

>{- Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196507131992032002
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I
(Canuari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang
dihadapi  oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen,
semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada
periode selanjutnya.

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan
pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ( Good Governance).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan Lapcran Semester I Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkalpinang, 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

-—

-

Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196507131992032002

Dipindai dengan CamScanner



KATA PERCANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayatNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Semester
I Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah nyata penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah.,

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama
periode Semester 1 (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari
seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi
pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secare
rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik
internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan.
Disamping itu laporan semester ini merupakan komitmen pelaksanaan
program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah.
Laporan semester ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan
sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana telan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah
mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan.
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I
(Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang
dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen,
semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada
periode selanjutnya.

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan
pengambilan  kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Semester I Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkalpinang, 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
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Dra. SUSANTI, M.AP
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Laporan Kewangan Dinas Pemberday o
erdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendudut Keluarga Berercana
Semester | Tahun Arggaran 2019

S

BAB |
PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan
Perempuan  Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Pendudyk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah,

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 33 Seri E);

.—_fe———_i e —— e ————————

Catatan tas Lagoran Reuangan 1
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11. Peraturan Guberny; Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014
tentang  Kebijakan Akuntansi Pemeri

ntah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (

Berita Daerah Proyinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2015 Nomor 43 Seri E);

12. Peraturan Gubernyr Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014

tentang  Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Barngka
Belitung (Berita Daerah Proyingi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2014 Nomor Seri ),

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2017

tentang  Sistem dan Prosedyr Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor Seri );

A.2. Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro

APBD Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam
penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang
digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah.

2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam
pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.

3. Standar Analisa Belanja (SAB)

SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk

melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian
h“,,!__

Catatan ritas Laporan Rewangan
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(target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit
Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program
atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian

terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.
4. Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus

dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem
anggaran kKinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
dicapai pada setiap unit kerja.
5. Standar Biaya
Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi
masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu
penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah
yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara

terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-
masing daerah.

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Catatan
Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran TA 2019. Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
menetapkan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran meliputi :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

3. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Program pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil

5. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Catatan rftas Laporan Renangan

|
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Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada pendapatan,
belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi).
Alokasi anggaran  dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas
dan kebutuhan. Selain ity pengelolaan belanja harus diadministrasikan
sesual dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan belanja
sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus

memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, dengan cara mengimplementasi
akuntansi pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui peran
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Propinsi
Bangka Belitung diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya Laporan
Keuangan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disajikan
dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sesuai dengan rencana kerja Tahun 2019, maka kebijakan Keuangan
Tahun 2019 diarahkan untuk :

1. Memenuhi belanja urusan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana

2. Menjamin terpenuhinya belanja rutin pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

3. Pembinaan Organisasi Perempuan
4. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia

5. Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG

dan PPRG
e —————————————————— — — — —*——A‘T*
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Pembinaan dan Money Pelaksanaan Program Industri Rumahan
Perempuan di Kab/Kota

7.  Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan

8.  Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota

9. Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Forum Anak)

10. TOT bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota

11. Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12. Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan

13. Advokasi dan Pembinaan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota

14. Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan

15. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)

18. Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

17.

Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat
Provinsi

18. Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil
(DAK)

19. Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)
20. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)

21. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK)

22. Pengembangan Bank Data Kependudukan

23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Kab/Kota

24, Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu |dentitas Anak

25. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan
dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)

Catatan sftas Lagaran Reuangan
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26. Pembinaan Peni o e delme R
éningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga

27. Advokasj dan K|E Program KkBpk
28. Penguat i i

guatan Komitmen Penmgkatan Kinerja Lini Lapangan
29. Pembinaan dan Penguatan Kampung KB
30.  Pemutakhiran Grand Design Kependudukan
31.

Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

d asis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
aera

‘h adalah basis kas untuk  pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan dan basis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas
dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan,
belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas
disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos
laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

peristiwa untuk diakui, yaitu:

o

Catatan Atas Laforan Reuangan
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a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk

ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiva memenuhi
kriteriapengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Pengakuan
Utang kepada pihak ketiga seperti utang pajak diakui setelah bendahara
pengeluaran menerbitkan bukti pemotongan dan uang diterima. Persediaan
diakui setiap akhir tahun anggaran dan piutang diakui setiap akhir tahun
anggaran. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap
perolehan aset yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana yang berkaitan dengan belanja modal.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja pemerintah daerah meliputi
pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut
dilaksanakan oleh PPK-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian

Catatan ritas Laporan Keaangan 7
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Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan dokumen-dokumen sumber
yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian  Penduduk Keluarga Berencana melakukan pencatatan
transaksi belanja pada jurnal umum. Secara berkala, PPK-SKPD melakukan
posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo
sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, laporan perubahan
ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana ini meliputi akuntansi belanja UP (uang

persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS
(langsung).

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi
belanja ini adalah sebagai berikut:
1. Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU
- Bukti Pengesahan SPJ
- SPM
- SPD
- Bukti transaksi lainnya
2. Belanja dengan mekanisme LS - SP2D
- SPM
- SPD
Nota Debit Bank

Bukti pengeluaran lainnya

3. Penerimaan Pajak - Bukti Pemotongan Pajak

4. Penyetoran Pajak — I'd Billing

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Cataran sétas Laporan Kexangan 8
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Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
dan tidak perly dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Daerah (Kasda).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

* Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

+ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

+ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.

« Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja
. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

+ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas umum

daerah.

Catatan Aitas Laporan Reudnyan 9
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Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA).

Belanja disajikan menurut kiasifikasi ekonomiljenis belanja dan
selanjutnya Kiasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomifjenis belanja dan
selanjutnya  klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

+ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

+ |Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam
bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

« Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti
Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Catatan rtas Laponan Keuangan 10
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b) Piuta i
' NG yang timbul gari perikatan diakui apabila terdapat
eristi :
P kt'Wa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
nas ianii
ah  perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara -
@ Jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Nilai Persedi :
ediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

har ' i
ga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

ha -
r9a standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimas; nilai

penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya,

b. Asct Tetap

* Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun,

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:

+ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000
(tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalanfirigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Catatan Atas Laporan Reuangasn
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Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus
jaman,

ketinggalan

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata
ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi

ke Aset Lain-Lain Ppada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuvaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

12
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Tabel 1. Masa Manfaat Aset Tetap

2l

o R

| elompok Aset Tetap g :Mas'a Manfaat |

saeagiiasd

1

' i

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 Tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 Tahun

Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik 4 Tahun
modern)

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan /

dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan .

* Tagihan  Penjualan  Angsuran (TPA) Tagihan  Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan

nilai norninal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

+ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap ,
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih
dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga
(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .

. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan
masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai
buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

—

Catatan ritas Laforan Recangan 13
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(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonom
pemerintah,

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewaijiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikar
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan Ftas Lapoman Reuangan . 14
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BAB II
PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISAS| ANGGARAN (LRA)

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;

c. menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya
ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat
dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan
secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi:

(a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APRBD); dan
(c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Catatan rftas Laporan Reuangan 15
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Lebih dala '
M Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperol

\ Tp feh Pembayarannya kembali olen pemerintah.

. Transfer ; i
adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

elapo i
P .p fan darikepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil

4. Surplus/defisit-LRA

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran  yang  tidak
berpengaruh pada kekayaan bersin entitas yang perlu dibayar kembali
danfatau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
Penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh pemerintah.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

B.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatari-
LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah pada semester | TA 2019 adalah
berupa Pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi karena Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan
Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung bukan OPD pengelola pendapatan daerah maka realisasi
pendapatan sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi
Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja pada semester | Tahun Anggaran 2019 adalah

sebesar  Rp. 5.186.293.098,00 atau mencapai 32,95% dari alokasi

anggaran sebesar Rp. 15.739.673.014,00.

Catatan Atas Laponan Ke
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B.2.1 Pendapatan LRA
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencand
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ditugaskan untuk mengelola
pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan pajak maupun
retribusi daerah, sehingga tidak terdapat anggaran pendapatan dalam
DPA Tahun Anggaran 2019 atau Nihil.

B.2.2 Belanja

Realisasi belanja semester | Tahun anggaran 2019 sebesar
Rp. 5.186.293.098,00 atau mencapai 32,95% dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 15.739.673.014,00.,-. Rincian realisasi belanja dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Alokasi dana/plafon belanja pegawai Tahun anggaran 2019
adalah sebesar Rp. 7.884.203.914,00 yang terdiri dari belanja
tidak langsung, sebesar Rp. 7793.666.414,00 dan belanja
langsung 90.573.500,00. Pada semester | Tahun 2019 Belanja
Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar
Rp. 3.724.625.944,00 atau 47,79 %, yang terdiri dari belanja gaji

dan tunjangan.
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Laporan Kevangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perling,
g

n Anak, Kependudukan Pencataian Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Semester | Tahun dnggaran J07Y

Tabel 2 REALISAS] BELA
NJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUIAN PENCS

Bans PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
ENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

NO URAIAN ANEGAR % SISA PAGU
[~ 1]Gajl Pekok PNS/Uang Representasr ] A REALISAST ANGGARAN
- 2.766.875.300,00 1.314.711.300,00 | 47,52 1.452.164.000,00
: iunl.angan L 216.063.792‘00 111.171.294,00 | 51,35 104.892.438,00
13 e g in 287.420.000'00 160.010 obo'oo 55,67 127.410.000,00
: Tun’.anaan rungsional 27.720 oco‘oo 15‘440'000100 55,70 12.280.000,00
2 Tum.a"ga” Fungsional Umum 53.800:000’00 27:895:000’00 47,44 30.905.000,00
Sifunjangan Sams 216.157 760'00 64.164 120'00 29,68 151.993.640,00
| 7[Tunjangan PPh/Khusus 6.446.782,00 292642600 | 76,42 1.520.336,00
8|Pembulatan Gaji o1 ODOIOD - = 658‘00 20.50 22.342,00
g|luran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS — — -
Ketenagakerjaan 66.562.003,00 11.105.346,00 16,69 55.455.657,00
10
luran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 114.626.547,00 37.637.732,00 | 32,84 76.988.815,00
11{Tunjangan Kinerja Q
12 Tan:ba;an PenngIaS|ian Berdasarkan SARNRI0 - 0% 3778207 25007
Beban Kerja 219.000.000,00 1.956.009.068,00 | 893,15  (1.737.009.068,00)
13|Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif Lainnya 34.936.000,00 21.536.000,00 | 61,64 13.400.000,00
JUMLAH 7.793.666.414,00 3.728.625.948,00 | 47,75|  4.069.040.470,00

Sedangkan realisasi belanja pegawai dari belanja langsung
terealisasi sebesar Rp. 2.450.000,00 atau 2,70 % Dari jumlah
anggaran sebesar Rp. 90.573.500,00.

Tabel 3 REALISASI BELANJA HONORARIUM Non PNS SEMESTER 1 TA. 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

SISA PAGU
AN REALISA
NO URAIAN ANGGAR ALISASI % ol ]
1 | Honorarium Tim Kegiatan 90.537.500,00 2.450.000,00 2,70 58 o000 ]
JUMLAH 90.537.500,00 2.450.000,00 2,70 88.087.500,00 |
2. Belanja Barang dan Jasa
Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak,

Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi dana Belanja Barang
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Semester | Tuhun Anggaran 2019
—
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—

dan jasa sebegar Rp. 7.617.469.100,00, dan terealisasi sebesar
Rp. 1.459‘217.154,00 atau 19,16

% dengan perincian sebagai
berikut :

Tabel 4. Target dan Realisasi B
DINAS PEMBERDAYAAN PEREM
PENCATATAN SIPIL DAN PENG

elanja Bara ng dan Jasa Tahun Anggaran 2019
PUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
ENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

JENIS ANGGARAN ANGGARAN REALISAS| %
Belanja Bahan Pakai Habjs 148.252.250,00 69.775.350,00 | 47,07
Belanja Bahan/Material 433.135.000,00 30.700.00000| 7,09
Belanja Jasa Kantor 460.972.500,00 57.791.349,00 | 12,54
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 129.050.000,00 16.357.000,00 [ 12,67
Belanja Cetak dan Penggandaan 163,989.350,00 23.950.400,00 | 14,60
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki 528.500.000,00 154.000.000,00 | 29,14
Belanja Sewa Sarana Mobjlitas 20.500.000,00 3.750.000,00 18,29

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

136.425.000,00 - 0,00
Belanja Makanan dan Minuman

772.728.750,00 142.295.000,00 18,41
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 75.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.620.566.250,00 544.97305500 | 33,63
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi imbi
e .J 5, Pelatinan, sosialisasi dan bimbingan 18.000.000,00 1.650.000,00 9,17
teknis PNS
Belanja Pemeliharaan 37.350.000,00 4.,200.000,00 11,24
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga 1.382.000.000,00 - 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ 423.400.000,00 8025000000 | 1895
Moderator
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 155.000.000,00 13.500.000,00 8,49
Belanja Uang Saku 390.600.000,00 128.825.000,00 32,98
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap 718.000.000,00 172.200.000,00 | 23,98
Jumlah 7.617.469.100,00 1.459.217.154,00 | 19,16
3. Belanja Modal
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak,

Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
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_—————h—'—\__\
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tahun anggaran 2019 me

ndapat alokasi dana untuk belanja
modal Sebesar Rp. 2380

00.000,00 terdiri dari Belanja modal
esar Rp. 38.000.000,00 dan belanja
edung sebesar Rp. 200.000.000,00.
019 belum terealisasi.

Peralatan dap mesin seph

modal Bangunan dan G
Pada Semester | Tahun 2

B.3. Catatan Penting lainnya

Realisasi Pencapaian target keuangan untuk semester 1 Tahun 2019
Sel.)esar Rp 5.489.999 75+ .00 (lima milyar empat ratus delapan puluh
an juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima
p.uluh satu rupiah) atay mencapai 34,88% dari anggaran belanja yang
ditetapkan sebesar Rp 8.627.580.656,00.-. (delapan milyar enam

ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus lima
puluh enam rupiah). Pencapaian k

adalah
sembil

inerja keuangan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2019 tercantum pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Keuangan Semester | TA 2019

S T ety et T Ry P R o T T LT TR TS Troa v v

MO URAIAN BELANJA

ik TARGET:

)
-

8.627.580.656,00 | 5.489.999.751,00 | 63.63%

Belanja Tidak Langsung

4.023.800.932,00 3.724.625.944,00 92,56%

Belanja Langsung 4,603.779.724,00 1.765.373.807,00 | 38,34%

1

Pr

saram Poninskatan Pelayanan:

L 265 32337,00

Dipindai dengan CamScanner

Pem'erlnt'ahv'- g P P i s
Pelayanan Administrasi 1.120.728.374,00 78
120.728.374, 2.684.317,00
) Perkantoran DO
Peningkatan Sarana dan 44.860.000,00 30.904.6
.860.000, I .600,
2 Prasarana Aparatur e 56,898
3 | Peningkatan Kapasitas Sumber 18.000.000,00 1.650.000,00 9,16%
Daya Aparatur i
Penyusunan Dokumen 71.975.000,00 33.233,200,00
N Perencanaan Pembangunan : 1017%
5 Penyusunan Pelaporan Capaian 9.760.000,00 " 0%
Kinerja dan Keuangan
Catatan sftas la,eam; Rewangan 20



Laporin Kewangan
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6

|4

7

8

. "M Peningkatan Ku
I\idggi’ercmpmn

: =t LR
Pembinaan Organisasi
Perempuan

Peningkatan Nilai-nila

i Kejuangan
Perempuan Indonesia

Penguatan Kapasitas p

elaksanaan
Pengaruwtamaan Gend

er(p
dan PPRG (PUg)

dan Monev
Pelaksanaan Program Industri

Rumahan Perempuan di Kab/Kota

10

Advokasi dan KIE

alitas - AN T SN
4 | + 386.052.000,00 .

Pembinaan dan Manay

enducuban Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendudub Keluarga Berencana

Semester | Tahun Anggaran 2019

—

L R AR T (H
i 131.5:40.0»00,0935.

220.220.000,00

93.075.000,00 42,26%

p——

- 0%

84.800.000,00

- 0%

57.112.000,00

18.395.000,00 32,20%

Pengarusutamaan Gender dan

Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan

11

Pemetaan Industri Rumahan di

22.020.000,00

20.070.000,00 91,14%

| Kab/Kota

‘Program Peningkatun

1.900.000,00

. 0%

Perlindungan Perempuan daﬁ
Perlindungan Anak '

12

13

Partisipasi Anak Dalam

557.333,750,00 -

|t s

il
299.482.709,00‘ | 453,73%

Pembangunan (Forum Anak)

186.620.000,00

126.313.209,00 67,68%

TOT Bagi Aktifis PATBM Tk,

Kab/Kota

83.140.000,00

71.761.000,C0 86,31%

14

Peningkatan Fungsi Komisi

Perlindungan Anak Daerah
(KPAD) Prov.Kep.Babel

142.075.000,00

74.520.000,00 52,45%

15

Penguatan Pembinaan dan
Pelayanan Korban Kekerasan

99.422.500,00

9.898.500,00 9,95%

16

Advokasi dan KIE Kebijakan
Forum Anak/Kota

22.056.250,00

12.400.000,00 56,21%

17

Peningkatan Peran Serta Anak
Dalam Pembangunan

- 0%

18

Rapat Koordinasi Provinsi Layak
Anak (Provila)

24.020.000,00

4.580.000,00

il ‘Program Pengadministrasian
| Kependudukan dan Pencatatan’
S I 3 . ’ WRE ,_‘_‘7.,

Sipil

| 2.,005.599.250,00 -

fedlE LU SAS

19,11%

£ 310.938.303,00 . . |
LS £ U AR LS

]

19

Evaluasi Penyelenggaraan
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil se-Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

ol 0 4y bl

0%

20

Rapat Teknis Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
Tk.Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

14.675.000,00

12.031.400,00 81,98%

Pembinaan Kab/Kota terkait .
Kebijakan Administrasi Dukcapil

232.,210.000,00

44.290.715,00 19,07%

—
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herd. y erli . Sipil dan Peng
lindungan 4 ak, Kependudukan Percatatan Sipil dan Pen lalta prduduk Kel 4 Berencana

Semester | 1 akun Anggaran 2019

2 Pelaksanaan Penerbitan KTP-e] dj
2| abjiota (o 66.850.000,00 24.007.972,00 | 3591%
Pengelolaan Informas;

23 Administrasi ke
(DAK) pendudukan 113.823.000,00 36.574.988,00 | 32,13%
Koordinasi dan Konsultasi
P
enyelenggaraan Pelayanan 90.860.000,00 77.487.900,00 | 8528%
Administrasi Kependudukan(DAK)

Pengembangan Bank Data
25
Kependudukan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Administrasi 1.225.000.000,00 N s
Kependudukan dj Kab/Kota

”7 Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Kartu Identitas Anak 91.:325000,00 12.025.000.00 o
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kompetensi Aparatur

Kggendudukan dan Pencatatan 128.008.750,00 104.520.418,00 81,65%
Sipil bagi Aparatur (DAK)

24

42.847.500,00 - 0%

26

28

Program Pengendalian il
Penduduk dan Keluarga

Berencana

‘ 38947135000 | 174;

L 4

Pembinaan Peningkatan Peran
29 Perempuan Dalam Kehidupan

46.549.850,00 - 0%
Keluarga (Hari Keluarga)

30 Advokasi dan KIE Program KKBPK 35.012.500,00
Penguatan Komitmen
31 Peningkatan Kinerja Lini 158.200.000,00
Lapangan
32 Pembinaan dan Penguatan ] ”
Kampung KB

Pemutakhiran Grand Design
o Kependudukan
Pelatihan Konselor dan Pendidik
Sebaya

33.370.000,00 95,31%

136.320.588,00 86,17%

4.800.000,00 - 0%

34

144,909.000,00 5.250.000,00 3,62%

S ———

Ot 22
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PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca men iy
ggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

asef, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur neraca dalam
basis akrual adalah:

1) Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban; utang yang timbul dari peristwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

3) Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas
menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode
semester | Tahun 2019 atau periode 30 Juni 2019 sebagai berikut:

C.2.1 Aset

A. Asetlancar
Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran Periode tanggal 30 Juni 2019

adalah sebesar Rp. 319.697.251,33.

——— ——————————

. : _— — s —
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Semester | Tahun Anggaran 201V

2. Piutang

Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan  Anak,
Kependudukan Pencatatan

Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana  pyoy;

nsi Kepulauan Bangka Belitung
memiliki

Piutang sebesar Rp. 18.929.979,00 berupa panjar
kegiatan,

@

Persediaan

Saldo akun inj Menggambarkan jumlah persediaan barang yang
Mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan Operasional, serta barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan
masyarakat yang masih berada di organisasi perangkat daerah.
Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per
30 Juni 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Saldo
persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan  Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp 20.729.600,00. Persediaan
tersebut merupakan persediaan Bahan pakai habis dan bahan
material dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Persediaan dan Mutasi Semester I TA 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No Uraian Belanja Mutasi Saldo R
1 |Persediaan Alat Tulis Kantor 73.206.560,00 54.544,960,00 18.661.600,00
2 |Persediaan Bahan Kebersihan 12.412.000,00 10.344.000,00 2,068.000,00
3 |Persediaan Bahan 7.145.000,00 7.145.000,00 )

Cetakan/Percetakan
i inyak/Gas
4 Persediaan Bahan Bakar Minyak/ 11.304.000,00 11.304.000,00 )
3 |Persediaan Bahan Materai 1.440.000,00 1.440.000,00 -
Saldo 20.729.600,00
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B. Aset Tetap

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional OPD. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 30 Juni 2019
adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2019
REMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PEN DUDUK KELUARGA BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PE

Aset Tetap Tahun 2018 Penambahan 2019 |Pengurangan 2019 Total

Tanah : 0,00 0,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin 1.970.858.500,00 288.500.000,00 0,00 2.259.358.500,00
Gedung & Bangunan 3.485.627.400,00 0,00 000| 3.485627.400,00
Jalan, Irigasi & Jaringan 0.00 0.00 0,00 0,00
Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi penyusutan Aset

Tetap (2.003.362.122,00) (428.743.574,00) 0,00 (2.432.105.696,00)
Jumlah Aset Tetap 3.453.123.778,00 (140.243.574,00) 0,00 3.312.880.204,00

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 30 Juni 2019, dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Tanah per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai tersebut sama
dengan saldo tahun 2018.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2018 sebesar
Rp.2.259.358.500,00.

Peralatan dan Mesin terdapat mutasi bertambah diperoleh dari alih
status penggunaan dari pengelola berupa 1 buah Minibus
Suzuki/Grand Vitara JLX sebesar Rp. 288.500.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

—— e —— e e — e — ——
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per
3.485.627.400,00, Nilai tersebyt sama den

30 Juni 2019 sebesar Rp.
gan saldo tahun 2018.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 2019
dimiliki oleh Dinas Pemberd
Kependudukan Pencatatan

saldo Jalan, ligasi dan Jaringan yang
ayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Sipil dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30

Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nil

ai tersebut sama dengan sa'do tahun
2018,

C. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00 nilai
tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

D. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp.
0,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018

E. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2019 sebesar
Rp. -2.432.105.696,00. Adapun saldo awal tahun 2018 sebesar
Rp. -2.003.362.122,00.

Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2019
dapat dilihat pada tabel dibawah Inl.

e _ - . 2 6
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Tabel 8. Rincian Ak

, X umulasi Penyusutan Semester | TA 2019
DINAS PtMSERD-\\'A.-\N PERE :

MPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL

DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
L . URAIAN SaldoAwal 2018 | Penyusutan | Saldo 30 Juni 2019
Alumylasi Pemyusutan
Aunglas “cfuzsutsnPe_-a*gmdm_;es;n 000 0,00
‘ AWMU Pen usutewA‘st-A’s:EesarDaraz 0.00 0,00
f * ':f:\,}'fgfsnf:a:;~g\umoara:sermote» 31582538000 345.121.571,00 720.946.951,00
| R musutan At Kantor 85741339000 1473600000 250477.333,00
| Mmoo At Rumeh Tangga 7483000 493900000 8967383300
| usutan Komputer V605000 6532900 3589448340
NSS! FnyuUsutan Meja Dan Kurgi Kerja/Rapat Pejabat 171.057.500,00 1.195.000,00 172.252.500,00
:-‘U‘--"E{ St'WWSL'tEﬂ Alzt Studio 31029.167,00 1.075.000,00 32.104.167,00
:\;1‘.:‘-35 Enyusutan Alat Komuniasi 3.156.667,00 205.000,00 3.361.667,00
RATIUS! Fenyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00
&5;?1‘35: renyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan 0,00 0,00 0,00
:\_’71:‘35‘ Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 22.342.032,00 2.398.382,00 24.740.414,00
-\\:":;‘35. ?e:wsutanEanguwawGedungTempatTinggal 740.781.516,00 32.207.892,00 772.989.408,00
Aumusi Penyusutan Bangunan Menara 6.302.083,00 312.500,00 6.614.58300
L 2003.362.122,00  428.743.574,00 2.432.105.69,00

F. AsetLainnya
Saldo Aset lainnya per 30 Juni 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebesar Rp. 96.925.000,00, nilai tersebut sama dengan saldo tahun
2018.

Tabel 9. Rincian Aset Lainnya Per 30 Juni 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK , KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Aset Saldo Awal 2018 | Reklasifikasi I Akum Penyusutan Jumlah

ASET LAINNYA
Aset Lainnya 96.925.000,00 - - 96.925.000,00
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G. Barang Milik Daerah Non Ner
Saldo Barang Milik D
163.385.000,00.

aca

aerah Ekstrakomtable sebesar Rp

C.2.2 KEWAJIBAN

Dinas Pemberdayaan Perem

Pencatatan Sipil dan Peng
P

puan Perlindungan Anak, Kependudukan
endalian Penduduk Keluarga Berencana

ovinsi- Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 memiliki

Kewajiban jangka pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang beban, yaitu utang

beban tambahan Penghasilan berdasar

kan beban kerja bulan
Desember 2018 sebesar

Rp. 217.215.000,00 dan utang beban
tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
bulan Desember 2018 sebesar Rp. 21.536.000,00 yang telah
dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Januari 2019.

C.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Saldo per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.
3.769.162.034,33.

C.3. Catatan Penting Lainnya

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode
semester | Tahun 2019 atau periode 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.
3.769.162.034,33 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 359.356.830,33
dengan rincian: Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.
319.697.251,33, Piutang Lainnya berupa Panjar sebesar Rp. 18.929.979,00

Persediaan sebesar Rp. 20.729.600,00, yang terdiri dari persediaan Alat

i - — m
P e e————————————
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Kewajiban Sebesar
3.769.162.034.33,00. Saldo Ekuitas dj

ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE).

Tabel 10. NERACA

Periode 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN

dan Nilai Ekuitas sebesar Rp.

Neraca berasal dari saldo akhir

ASET
ASET LANCAR

2019

2018

Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang Lainnya

319.697.251,33

- 18.929.979,00
Persediaan :
20.729.600,00 32.416.560,00
JUMLAH ASET LANCAR -
.416.560,00
ASET TETAP 359.356.830,33 32
Tanah

Peralatan dan Mesin

2.259,358.500,00

1.970.858.500,00

Gedung dan Bangunan

3.485.627.400,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

3.485.627.400,00

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

(2.432.105.696,00)

(2.003.362.122,00)

JUMLAH ASET TETAP 3.312.880.204,00 3.453.123.778,00
ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud - -
Aset Lain-lain 96.925.000,00 96.925.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA 96.925.000,00 96,925.000,00
JUMLAH ASET 3.769.162.034,33 3.582.465.338,00
KEWAJIBAN
KEWAJ!BAN JANGKA PENDEK
Utang Beban 238.751.000,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

238.751.000,00

JUMLAH KEWAIIBAN

238.751.000,00

EKUITAS

EKUITAS

3.769.162.034,33

3.343.714.338,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

3.769.162.034,33

3.582.465.338,00

e ——
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BAB IV
PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Ikhtisar Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan  dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional
menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh
entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan
informasi:

1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah
untuk menjalankan pelayanan;,

2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional).

Dipindai dengan CamScanner
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D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan
menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban.
Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang
dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut
sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada
prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang
sama yaitu berdasarkan jenis.
Laporan operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 30 Juni
2019 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018
adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00.

2. Beban

2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp. 3.757.374.944,00 dan Rp. 6.355.588.389,00.

Beban Pegawai merupakan beban untuk mencatat gaji dan
tunjangan. Rincian Beban pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah
sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner
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- Tabel 11, Beban Pegawai per 30 Juni 2019 dan 2018
! AS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
ENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELAURGA BERENCANA

No.| Jenis Beban Pegawai 2019 2018 Kenaikaﬂ/) 5
(penurunan

3.757.374.944,00 6.355.588.389,00 |  (2.598.213.445,00) (40,88)
3.757.374.924,00 |  6.355.588.389,00 |  (2.598.213.445,00)  (40,88)

1 |Beban Gaji dan Tunjangan
Jumlah

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka beban pegawai
pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 40,88 %.

1. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada
30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp. 344.703.710,00 dan Rp. 1.646.444.490,00. Beban Persediaan
merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang

habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2C19 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

[ No. Jenis Beban Persediaan 2019 2018 Kenaikan/ penurunan %
1 |(Beban persediaan 344.703.710,00 1.646.444.490,00 (1301740.780,00)|  (75,06)
Jumlah 344.703.710,00 1,645.444.490,00 (1.301,740,780,00) (79,06)

Jika dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2018, maka beban
persediaan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 79,06 %. Belanja
persediaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Prov. Babel sudah dicatat di aplikasi persediaan.

2. Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa dikelompokkan menjadi Beban Jasa,
Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 beban Jasa

—#’—ﬂ'_—d—.—_‘-— S T —
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sebesar Rp. 610.002.678,00 dan 2.237.966.763,00, jika dibandingkan
dengan Tahun 2018, pada Tahun 2019 terdapat kenaikan beban jasa
sebesar Rp. 7721 %. Untuk belanja Pemeliharaan masing-masing
sebesar Rp.43.694.311,00 dan 135.239.716,00 dimana pada tahun
2019 terdapat kenaikan sebesar 67,69%. Untuk Beban perjalanan dinas
njaSIng-masing sebesar Rp. 607.160.068,00 dan 1.430.601.548,00, jika
dibandingkan maka pada Tahun 2019 terdapat penurunan beban
perjalanan dinas sebesar 57,56%. Untuk melihat rincian perbandingan

Jumlah beban dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Penyusutan dan
Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

No, Jenis Beban Persediaan 2019 2018 Kenaikan/ penurunan| %
1 [Beban Jasa 510.002.678,00 2.237.966.763,00 (1.727.94.085,00)| (77.21)
2 |Beban Pemeliharaan 43.694311,00 135.239.716,00 (91.545.405,00)| (67,88)
3 |Beban Perjalanan Dinas £07.160.068,00 1.430.601.548,00 (823.441.480,00)| (57,56}
Jumlah 1.160.857.057,00 3.803,808.027,00 {2.642.950.570,00]| (202.%6)

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas bahan dan jasa-jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang
dan Jasa untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

I ——————
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(T)T:f\lsl::rlwpnngsam”"m Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2019 den 2018
PENCATATAN c,.[:‘MAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
2IPIL DAN PENGE NDALIAN PENDUDUK Kf L UARGA BERENCANA

JENIS ANGG
Beban Jasa Kantor R REALISAS! 2019 S a0 "
69.102.678,00 365.338.263,0C (81,09)
Beban Sewa R“'“-‘h/G"dunp,/Gndnnp/p.-.m,
g 2 200 O 3 12,25
Beban Sewa Sarana Mobilitas 18;. ;([)8 S:Jggg Zéggggggggg :qa .'.9;
Beban sewa perlengkapan dan peralatan N —
kantor
169.180.000,00 (100,00)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bhimbingan teknis PNS 233.800.000,00 381.200.000,00 (38,67)
Beban Honorarium pNs N 556.301.000,00 (100,00)
Beban Honorarium Non ps 2.450.000,00 223.547.500,00 (98,90)
Beban Uang untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/ Masyarakat 13.500.000,00 2.60'800'000’00 (94,82)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 27.356.000,00 104.200.900,00 (73,75)
Beban Pemeliharaan 16.338 311,00 31.038.816,00 (47,36)
Beban Perjalanan Dinas 607.160.068,00 1.430.601.548,00 (57,56)
Jumlah 1.160.857.057,00 3.803.808.027,00 (69,48)

3. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir
pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp. 140.243.574,00 dan Rp. 281.644.025,00. Jika
dibandingkan dengan tahun 2018 beban penyusutan mengalami
kenaikan sebesar 50,21%.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu  aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban
Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

adalah sebagai berikut:

... .
I ——————— e —
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Tabel 14, Perbandingan Beban Pen

DINAS PEMBERDAYAAN
PENCATATAN SIPIL DA

Yusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN

N PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
- Uraian 2019 2018 %
2230 Tenyusutan dan Amortisasi 140.243.574,00 | 281.644.025,00 | (50,21)
Jumlah 140.243.574,00 |  281,644.025,00 |  (50,21)

5.21 Surplusidefisit dari kegiatan Operasional

Jumlah Defisit LO untuk

periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah
sebesar Rp.

-5.403.179.285,00. Defisit LO merupakan selisih kurang
antara .surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non
operasngnal, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit Dari Kegiatan
Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15, Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN

PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian 2019 2018 (%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS! (5.403.179.285,00) (12.087.484.931,00)|  (55,30)
Jumlah (5.403.179.285,00) (12.087.484.931,00)| (55,30)

5.2.2 Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018
adalah Nihil.

Tabel 16. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional per
30Juni 2019 dan 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian 2019 2018 (%)
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI . " -
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya R N -
Jumlah ) N -

523 Pos luar biasa

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada penambahan

ataupun pengurangan ekuitas dari pos luar biasa baik yang bersumber dari

——— —“
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koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap atau sumber-sumber lainnya.
Sehingga jumlah surplus defisit LO terdapat kenaikan sebesar 55,30 %.
Tabel 17. Perbandingan Pos Surplus/Defisit LO per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Uraian
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS)
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA
JUMLAH

2019 2018 (%)
(5.403.179.285,00) {12.087.484.931,00) (55,30)

{5.403.179.285,00) (12.087.484.931,00)]  (55,30)

D.3. Catatan Penting Lainnya

Laporan Operasional menggambarkan posisi pendapatan dan
beban, dimana pendapatan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan Beban sebesar
Rp.  5.403.179.285,00, terdiri dari Beban Pegawai sebesar
Rp. 3.757.374.944,00, Beban Persediaan sebesar Rp.344.703.710,00,
Beban Jasa sebesar Rp. 510.002.678,00, Beban Pemeliharaan Rp.
43.694.311,00. Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 607.160.068,00
dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 140.243.574,00.
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Tabe! 18, LAPORAN OPERASIONAL
UNTUX TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 2018

SALDO KENAIKAN/
URAIAN SALDO 2019 2018 [PENURUNAN) -
KEGIATAN OPERASIONAL !
PENDAPATAN - 1O 0,00 0.00 85
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 10 0,0 o0 X
Pendapatan Pajak Daerzh - 10 0,00 0.0 L
Pendapatan Retvibusi Daerah - LO 000!
Pendapatan Hasil Pengelolaan Xekayaan Daerah yang Dipisatkan - LO 0|
Lain-lan PAC Yang Sah - 1O 0,0|
PENDAPATAN TRANSFER .10 0,00|
Pendapatan Tranefer Pemerintah Pusat 19 0,00
Pesdazatan Transfer Pemerintah Pysat - Lainnya - L0 0.00(
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00(
Bantuan Xeua~gan - O 0.001
LAIN-LAIN FENDAPATAN DAERAH YANG SAH .10 0.0.
Pendapatan Hibah - LQ 0.00|
Dara Darurat - LO 0,00
Pendapatan Lainnya - LO 0.00|
BEBAN 5.403.179.285,00| 12.097.484.931.00
Beban Pegawai - LO 3757374 544 00 6 335.588 383.00)
Eeban Persediaan 34470371 164
Beban Jasa
Beban Permel haraan
Bedan Perjalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi
Bezan Hinah

Seban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

140.243.574.00|
Beban Penvisinan Piutang

.00

Beban Lain-lain 0.00{
Beban Transfer Bag: Masil Pajak Daerah 0,00
£ban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.001

8ehan Transfer Bantuan Keuzngan ke Pemerintah Daea® Lainny 0.0C/

Beban Trangfer Bantuan Xeuangan ke Desa 0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Laianya 0,001
Beban Transter Cana Qtonomi Khusus 0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI| (5.403.179.285 00! 4
KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
Surplus Fen ualan Aset Nea Laazar - LO 0,20] 0.001 0.0c! a.ocl
Surp'us Penye'esaian Xewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0.001 00| 21X
Surplus dari Kegiatan Non Ozerasional Lainnya - L0 3.%| .00 2.001 g.001
Defisit Panjualan Aset Noa Lancar - LO £,00| 0.3 2.00| e.0C
Defisit Penyelesaian Kewajivan Jargka Fanjang - LO 2.004 0,08 ¢.oC .50
Defisit ¢ari Kegiatan Noa Operasional Lainny2 - 10 0.001 0.00| 3| 2.00
SURPLUS/DEFISIT DARI XEGIATAN NON DPERASIONAL 0.0 0.00 | 0.00 | 000
SURPLUS/CEFISIT SEBELUM POS LUAR EIRSA (5.403.179.285,0C) (12.087.484.831.00}! 6.634.305.6845.00 | (§5.30)!
POS LUAR BIASA | | | |
Pendapatan Luar Biasa - L0 000 0.001 0.00! 0,00
Benan Luar Biasa 0.0 0.00! 0. £.00}
$SURPLUS/CRFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00( 0,001 0,00! 0.00'
SURPLYS, CEFISIT-LO 13.403.179.285,00): (12.087.484.931,00) § 854,308 844 00 | 13839
m
Catatan sitas Laporan Rewangan

Dipindai dengan CamScanner



Laporan Keuangan Dinas Pemb P, Juk Keluarga Berencan
> e inas Pemberdayaan Pere mpican Perlindunc il dan Pengendalian Pey K &
"mipian Perlindungan Anak, Kependudukan Peacatatan Sipil dan Fengen: alic nduduk Keluarga Berencana

Semester | Tahun Anggaran 2019

BABV
PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Penjelasan Umum

Laporan Perubahan Ekuitas OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos
ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO pada periode
bersangkutan, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi
dan koreksi kesalahan Yang mendasar dan ekuitas akhir.

E.2. Catatan Penting Lainnya

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode
30 Juni 2019 sebagai berikut:

E.2.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 3.343.714.338,00
sama dengan ekuitas akhir per 31 Desember 2019.

E.2.2 Surplus/Defisit LO
Jumlah Surplus/Defisit LO per 30 Juni 2019 sebesar Rp.
.5.403.179.285,00 yang merupakan selisih antara pendapatan
dengan beban sehingga menghasilkan defisit dan akan mengurangi
nilai ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semester
| TA 2019.

E.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang
disajikan terdiri atas:

» Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap

Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap sebesar Rp.-288.500.000,00 merupakan alih status 1

(satu) kendaraan bermotor penumpang.
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SR

* Koreksi Ekuitas Lainnya
Jumlah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.288.500.000,00

merupakan alih status 1 (satu) kendaraan bermotor penumpang.

E.2.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 30 Juni 2019 sebesar
Rp.5.828.626.981,33.

E.2.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 30 Juni 2019 sebesar Rp.3.769.162.034,33.
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